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Taxpayer Compliance is the fulfillment of tax obligations undertaken by 
taxpayers in order to contribute to development, which is expected in the fulfillment 
is given voluntarily. Taxpayer Compliance is an important aspect considering 
Indonesia's taxation system adopts Self Assessment system which in its process 
absolutely gives trust to Taxpayers to register, calculate, pay and self-report the 
amount of tax payable that becomes their obligation. Although the government has 
given freedom to Taxpayers in calculating the taxes, there are still obstacles faced by 
the government. One of them is the level of tax compliance of Indonesian people 
which is still very low when compared with neighboring countries. The purpose of 
this study is to determine the effect of national tax census, service quality, taxation 
sanctions, and tax awareness of taxpayer compliance. The sampling technique in this 
research is accidental sampling with the sample used is Individual Taxpayer 
registered in KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Data analysis used is multiple 
regression. The results showed that the national tax census and quality of service 
does not affect taxpayer compliance, while taxation sanctions and tax awareness 
have a significant effect on taxpayer compliance. 
 




Kepatuhan Wajib Pajak 
merupakan pemenuhan kewajiban 
perpajakan yang dilakukan oleh 
pembayar pajak dalam rangka 
memberikan kontribusi bagi 
pembangunan yang diharapkan di 
dalam pemenuhannya diberikan secara 
sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak 
menjadi aspek penting mengingat 
sistem perpajakan Indonesia menganut 
sistem Self Asessment di mana dalam 
prosesnya secara mutlak memberikan 
kepercayaan kepada Wajib Pajak 
untuk mendaftar, menghitung, 
membayar dan melaporkan sendiri 
jumlah pajak terutang yang menjadi 
kewajibannya. Meskipun pemerintah 
telah memberikan kebebasan kepada 
Wajib Pajak dalam menghitung pajak 
tetap saja ada kendala yang dialami 
pemerintah. Salah satunya adalah 
tingkat kepatuhan pajak masyarakat 
Indonesia yang masih sangat rendah 
jika dibandingkan dengan negara-
negara tetangga. 
 Menurut Julianto (2017) 





tanggal 19 Juli 2017 yang 
menyampaikan bahwa tingkat tax ratio 
di Indonesia masih 10,3 persen yang 
jika dibandingkan dengan negara-
negara tentangga, tingkat kepatuhan 
masyarakat Indonesia untuk 
membayar pajak masih tertinggal. 
Tingkat tax ratio di Indonesia jauh 
lebih rendah jika dibandingkan dengan 
negara-negara tetangga, seperti 
Malaysia yang sudah diatas 13 persen, 
Vietnam dan Singapura yang sudah 
sampai 16 persen. Masih rendahnya 
kepatuhan pajak masyarakat Indonesia 
berdampak pada kekuatan finansial 
dan juga perekonomian nasional.  
 Beberapa langkah telah 
dilakukan oleh pemerintah untuk  
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
Salah satunya adalah melaksanakan 
sensus pajak nasional (SPN). Sensus 
pajak nasional mulai dilaksanakan 
oleh Direktorat Djendral Pajak pada 
akhir bulan september tahun 2011 
yang mempunyai tujuan agar petugas 
pajak dapat mengetahui data yang 
akurat tentang Wajib Pajak (Thomas, 
2012). Pelaksanaan SPN diharapkan 
mampu mendaftar dan meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak terdaftar dalam  
membayar pajak. Dukungan 
masyarakat berupa perspektif positif 
mayarakat terhadap SPN sangat 
dibutuhkan agar tercapainya program 
tersebut. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Maslyn (2015), Nur, 
dkk (2015), Rinta dan Muchamad 
(2012) menyatakan bahwa variabel 
SPN berpengaruh secara signifiakan 
terhadap kepatuhan pajak. sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh  Adi 
(2013) yang menyatakan bahwa 
variabel SPN tidak  berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan 
proses pelaksanaan SPN yang terlalu 
rumit dan tidak mudah dimengerti oleh 
masyarakat sehingga mengakibatkan 
kurang efektifnya program SPN ini. 
 Pelayanan petugas pajak 
(fiskus) yang baik diharapkan mampu 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, 
seperti diatur melalui Surat Edaran 
Direktorat Jenderal Pajak No. SE-
84/PJ/2011 tentang pelayanan prima. 
Pelayanan sektor perpajakan dapat 
diartikan sebagai pelayanan yang 
diberikan kepada Wajib Pajak oleh 
Direktorat Jenderal Pajak untuk 
membantu Wajib Pajak memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Penelitian 
yang dilakukan oleh Putu dan Ni Luh 
(2016),  Cindy dan Yenni (2013),  
Arabella dan Yenni (2013) 
menyatakan bahwa kualitas pelayanan 
fiskus berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini 
dikarenakan kualitas pelayanan yang 
dilakukan oleh fiskus merupakan salah 
satu indikator penilaian Wajib Pajak 
dalam kesediannya membayar pajak.  
Penelitian tersebut tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Mahfud, dkk  (2017) yang menyatakan 
bahwa kulitas pelayanan fiskus tidak 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
karena menurut Mahfud, dkk  (2017) 
kualitas pelayanan tidak menjadi suatu 
tolak ukur untuk membuat Wajib 
Pajak menjadi patuh. Hal ini bisa 
disebabkan karena pajak merupakan 
suatu kewajiban yang dapat 
dipaksakan menurut undang-undang 
dan dianggap utang bagi Wajib Pajak 
yang tidak memenuhi kewajibannya. 
Selain itu, pajak yang telah dibayarkan 
tidak mendapat prestasi kembali (kotra 
prestasi/balas jasa) secara langsung 
kepada Wajib Pajak.  
Fungsi lain dari DJP adalah  




ini perlu dilakukan mengingat sistem 
perpajakan Indonesia yang 
menggunakan self assessment system 
sangat memungkinkan Wajib Pajak 
untuk melakukan penghindaran pajak 
yang akhirnya akan mengurangi 
pendapatan  negara. Pengawasan 
dilakukan dengan pemberian  sanksi 
kepada Wajib Pajak yang diketahui 
membayar pajak tidak sesuai dengan 
pajak yang seharusnya terutang. 
Sanksi yang diberikan dapat berupa 
denda atau sanksi lain. Penelitian yang 
diakukan oleh Putu dan Ni Luh 
(2016),  Nur, dkk (2015), Adi (2013), 
Tryana (2013), Cindy dan Yenni 
(2013), Arabella dan Yenni (2013) 
yang menyatakan bahwa  sanksi  
perpajakan pengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal 
ini karena Sanksi perpajakan yang 
diberikan secara tegas akan 
meningkatkan tingkat kepatuhan, 
karena membuat Wajib Pajak takut 
dikenakan sanksi tersebut. Namun 
menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Akromi, dkk (2014) menyatakan 
bahwa sanksi tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
Kesadaran perpajakan adalah 
kondisi di mana seseorang 
mengetahui, mengakui, serta 
mematuhi ketentuan perpajakan yang 
berlaku dan memiliki kesungguhan 
serta keinginan dalam memenuhi dan 
menjalankan kewajiban perpajakan 
(Rinta dan Muchamad, 2012). 
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 
dikatakan bahwa kesadaran perpajakan 
merupakan keadaan dimana Wajib 
Pajak sadar terhadap pentingnya pajak. 
Wajib Pajak yang memiliki kesadaran 
tersebut akan memiliki keinginan dan 
niat untuk menjalankan kewajiban 
perpajakan yaitu salah satunya dengan 
melakukan pelaporan SPT (Nur, dkk 
2015). Penjelasan tersebut mendukung 
penelitan yang dilakukan oleh 
Mahfud,dkk  (2017),  Nur, dkk (2015), 
Tryana (2013), Cindy dan Yenni 
(2013), Rinta dan Muchamad (2012). 
Namun menurut Maslyn (2015) dan 
Akromi, dkk (2014) kesadaran 
perpajakan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Karena kesadaraan Wajib Pajak 
yang masih rendah menyebabkan 
kepatuhan juga rendah, sehingga tidak 
adanya pengaruh antara kesadaran 
perpajakan dengan kepatuhan Wajib 
Pajak 
 Dalam hal ini sampel yang 
digunakan adalah Wajib Pajak yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama (KPP) Surabaya Wonocolo. 
Peneliti tertarik menggunakan sampel  
di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, 
karena lokasi yang terletak di pusat 
kota  dan merupakan KPP yang 
memiliki wilayah kerja terluas di 
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1, 
Sehingga memungkinkan  peneliti 
untuk menganalisa kepatuhan Wajib 
Pajak yang ada di daerah tersebut. 
Berikut disajikan tabel yang 
menjelaskan tentang tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya 
Wonocolo dari tahun 2015 hingga 
2018.   
Tabel 1 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di 







2015 85.185 74,34% 
2016 90.663 73,66% 
2017 95.024 84,59% 
2018 96.729 81,76% 





 Dari tabel diatas dapat dilihat 
mulai dari tahun 2015 sampai tahun 
2018, jumlah Wajib Pajak selalu 
mengalami kenaikan yang cukup 
signifikan,  Namun kita akui,  kondisi 
kepatuhan Wajib Pajak mengalami 
kenaikan dan penurunan setiap 
tahunnya. Kondisi tersebut 
memberikan motivasi untuk 
dilakukannya penelitian mengenai 
beberapa faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan Wajib Pajak dalam bentuk 
skripsi dengan judul “Pengaruh 
Sensus Pajak Nasional, Kualitas 
Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan 
Kesadaran Perpajakan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak.  
 
RERANGKA TEORITIS YANG 
DIPAKAI DAN HIPOTESIS 
Theory of Planned Behavior (TPB)  
Theory of Planned Behavior ini 
ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein 
(1988) dalam Tryana (2013). Teori ini 
menyatakan bahwa perilaku yang 
ditimbulkan oleh individu muncul 
karena adanya niat untuk berperilaku. 
Sedangkan munculnya niat untuk 
berperilaku ditentukan oleh tiga faktor 
yaitu: 
1. Behavioral Beliefs merupakan 
keyakinan individu akan  hasil 
dari suatu perilaku dan evaluasi 
atas hasil tersebut. 
2. Normative Beliefs adalah 
dorongan atau motivasi yang 
berasal dari luar diri seseorang 
yang akan mempengaruhi perilaku 
seseorang tersebut. 
3. Control Beliefs merupakan keyakinan 
tentang keberadaan hal-hal yang 
mendukung atau menghambat perilaku 
yang akan ditampilkan dan 
persepsinya tentang seberapa kuat hal-
hal yang mendukung dan menghambat 
perilakunya tersebut (perceived 
power). 
 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut kamus besar bahasa 
Indonesia kepatuhan merupakan suatu 
perasaan dan tindakan untuk 
mematuhi dan menjalankan suatu 
peraturan yang ada. Kepatuhan adalah 
motivasi seseorang, atau organisasi 
untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu sesuai dengan peraturan yang 
telah ditetapkan. Pajak menurut Pasal 
1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 
tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan adalah kontribusi 
yang bersifat wajib pada negara yang 
terutang oleh warga negara baik 
pribadi atau badan selaku Wajib Pajak 
yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang–undang, dan tidak mendapat 
timbal balik secara langsung. Putu dan 
Ni Luh (2016) menyatakan bahwa 
Kepatuhan Wajib Pajak adalah 
perilaku dari seorang Wajib Pajak 
dalam melakukan semua kewajiban 
perpajakan dan menggunakan hak 
perpajakannya dengan tetap 
berpatokan kepada peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
 
Sensus Pajak Nasional 
 Sensus Pajak Nasional adalah 
upaya DJP untuk meningkatkan 
kepatuhan melalui pengumpulan data 
mengenai kewajiban perpajakan dalam 
rangka lebih memperluas basis pajak 
melalui ekstensifikasi dan intensifikasi 
dibidang perpajakan. Ekstensifikasi 
dibidang perpajakan dilakukan dengan 
menjaring Wajib Pajak baru dengan 
memberi NPWP (Nomor Pokok Wajib 
Pajak) dan objek pajak yang belum 
dikenakan pajak, sedangkan 
intensifikasi dibidang perpajakan 




mengoptimalkan pengenaan pajak atas 
Wajib Pajak atau objek pajak  
(Thomas, 2012). Ekstensifikasi dan 
intensifikasi merupakan cara agar DJP 
dapat memperluas basis pajak dan 
mendapat data yang akurat tentang 
Wajib Pajak serta dapat lebih 
mengoptimalkan pengenaan pajak  
 
Kualitas Pelayanan 
Pelayanan pada sektor 
perpajakan dapat diartikan sebagai 
pelayanan yang diberikan kepada 
Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal 
Pajak untuk membantu Wajib Pajak 
memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Menurut Arabella dan Yenni (2013), 
Direktorat Jendral Pajak perlu 
meningkatkan pelayanan pajak yang 
baik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku, agar 
menunjang kepatuhan Wajib Pajak 
dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya, dan tercapainya tujuan 
pemerintah untuk melaksanakan 
pembangunan dan roda pemerintah 
berjalan dengan baik. 
 
Sanksi Perpajakan 
Sanksi pajak menurut pasal 7 
UU KUP No.28 Tahun 2007 
menyatakan bahwa apabila Wajib 
Pajak tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) tepat waktu 
sesuai dengan jangka waktu 
pemyampaian SPT atau batas waktu 
perpanjangan surat pemberitahuan 
dimana jangka waktu tersebut adalah 
sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 
3 ayat 4 Undang – Undang Ketentuan 
Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007 
masing – masing yang berbunyi: 
1. Untuk surat pemberitahuan Masa, 
paling lama 20 (dua puluh) hari 
setelah akhir Masa pajak. 
2. Untuk Surat Pemberitahuan 
tahunan Pajak Penghasilan Wajib 
Pajak orang pribadi, paling lama 3 
bulan setelahakhir tahun pajak. 
3. Untuk surat pemberitahuan 
tahunan pajak penghasilan Wajib 
Pajak Badan, paling lama 4 bulan 
setelah akhir tahun pajak. 
Kesadaran Perpajakan 
Kesadaran adalah keadaan 
mengetahui atau mengerti, sedangkan 
perpajakan adalah perihal pajak. 
Sehingga kesadaran perpajakan 
merupakan keadaan dimana Wajib 
Pajak sadar terhadap peranan 
perpajakan bagi kegiatan 
pembangunan (Cindy dan Yenni, 
2013). Melakukan pelaporan SPT juga 
merupakan salah satu niat Wajib Pajak 
yang memiliki kesadaran untuk 
menjalankan kewajiban perpajakan.   
 
Pengaruh Sensus Pajak Nasional 
Terhadap  Kepatuhan Pajak 
Menurut AIm, Bahl, Murray 
(1990) dalam Henderson (2017) 
rendahnya kepatuhan Wajib Pajak 
dapat disebabkan oleh banyak hal, 
tetapi yang paling utama adalah 
disebabkan oleh tidak adanya data 
tentang Wajib Pajak yang dapat 
digunakan untuk mengetahui 
kepatuhannya. Database menyediakan 
data dan informasi mengenai seluk 
beluk usaha Wajib Pajak termasuk 
kepatuhan pembayaran dan pelaporan 
pajaknya secara akurat dan real-time. 
untuk memperoleh database yang 
lengkap dan akurat, maka diperlukan 
kegiatan pengumpulan data Wajib 
Pajak yaitu salah satunya melalui 
program sensus pajak nasional. 
 Presepsi masyarakat yang 




Wajib Pajak dalam membayar pajak. 
Demikian pula dengan pelaksanaan 
sensus pajak nasional. Jika persepsi 
Wajib Pajak terhadap pelaksanaan 
sensus pajak nasional positif, maka 
dapat mempengaruhi perilaku mereka 
dalam melapor dan membayar pajak, 
sehingga akan meningkatkan 
kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. 
H1:Sensus pajak nasional berpengaruh 
terhadap kepatuhan  Wajib Pajak. 
 
Pengaruh Kualitas Pelayanan 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Dalam penelitian yang 
dilakukan Putu dan Ni Luh (2016) 
disebutkan bahwa untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya, 
kualitas pelayanan pajak harus 
ditingkatkan oleh aparat pajak. 
Pelayanan fiskus yang baik akan 
memberikan kenyamanan bagi Wajib 
Pajak. Selama ini peranan yang 
petugas pajak miliki lebih banyak pada 
peran seorang pemeriksa. Padahal 
untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap 
patuh terhadap kewajiban 
perpajakannya dibutuhkan peran yang 
lebih dari sekedar pemeriksa. 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajibannya membayar 
pajak tergantung pada bagaimana 
petugas pajak memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada Wajib Pajak. 
Semakin baik kualitas pelayanan 
petugas pajak pada Wajib Pajak maka 
akan meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak. 
H2:Kualitas pelayanan berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
 
Pengaruh Sanksi Perpajakan 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Sanksi pajak merupakan 
jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan 
(norma perpajakan) akan dipatuhi, 
dengan kata lain sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegah agar Wajib 
Pajak tidak melanggar norma 
perpajakan. Menurut Putu dan Ni Luh 
(2016) sanksi perpajakan yang 
diterapkan secara tegas oleh 
pemerintah akan membuat Wajib 
Pajak patuh karena mereka sadar akan 
adanya hukum perpajakan dan 
konsekuensi apabila melanggar hukum 
tersebut berupa kerugian secara 
material. Jika hal ini sudah 
berkembang dikalangan para Wajib 
Pajak maka akan berdampak pada 
kepatuhan dan kesadaran untuk 
memenuhi kewajiban perpajakannya. 
H3:Sanksi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
 
Pengaruh Kesadaran Perpajakan 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Ni Ketut (2011) 
kesadaran perpajakan adalah suatu 
kondisi seseorang mengetahui, 
mengakui, menghargai dan menaati 
ketentuan perpajakan yang berlaku 
serta memiliki kesungguhan dan 
keinginan untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya, dapat dikatakan bahwa 
kesadaran perpajakan merupakan 
keadaan dimana Wajib Pajak sadar 
terhadap pentingnya pajak. Wajib 
Pajak yang memiliki kesadaran 
tersebut akan memiliki keinginan dan 
niat untuk menjalankan kewajiban 
perpajannya. Semakin tinggi tingkat 
kesadaran Wajib Pajak maka 
pemahaman dan pelaksanaan 
kewajiban perpajakan akan semakin 
baik sehingga dapat meningkatkan 
kepatuhan. Secara empiris juga telah 
dibuktikan bahwa makin tinggi 
kesadaran perpajakan Wajib Pajak 




Wajib Pajak. Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Tryana (2013) yang menyatakan 
bahwa kesadaran Wajib Pajak 
berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. 
H4:Kesadaran perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
Berdasarkan hipotesis yang 
telah disebutkan di atas maka dapat 
diperoleh kerangka pemikiran yang 


















Penelitian ini termasuk ke 
dalam jenis penelitian eksplanatori 
(eksplanatory research) dengan 
pendekatan kuantitatif.  Berdasarkan 
tujuan, penelian ini termasuk 
penelitian dengan pengujian kausal 
(uji hipotesis) karena penelitian ini 
menjelaskan hubungan antar variabel 
melalui pengujian hipotesis. 
Berdasarkan metode pengumpulan 
data, penelitian ini termasuk kedalam 
penelitian survey karena dilihat dari 
cara pengambilan sampel dari populasi 
dan menggunakan kuesioner sebagai 
alat pengumpulan data pokok. 
Berdasarkan sumber data yang 
digunakan penelitian ini menggunakan 
sumber data primer karena data yang 
diperoleh dari hasil penyebaran 
kuesioner pada koresponden, 
khususnya para Wajib Pajak di KPP 
Pratama Surabaya Wonocolo. 
Pengujian dalam penelitian ini 
menggunakan software SPSS 
(Statistical Product and Service 
Solutions) untuk mengolah data yang 
telah diperoleh dari responden dalam 
penelitian ini. Desain penelitian ini 




Populasi dalam penelitian ini 
adalah jumlah Wajib Pajak orang  
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Surabaya Wonocolo. Metode 
penentuan sampelnya adalah 
accidental sampling. Metode 
pengambilan sampel tersebut 
digunakan pada penelitian ini karena 
dalam penelitian ini memiliki 
keterbatasan untuk mendapatkan 
sampel/responden yang berkenan 
untuk menjadi objek penelitian dan 
mengisi kuesioner penelitian ini.  
Pengambilan sampel dari 
penelitian ini menggunakan rumus 
Slovin. Hal ini dikarenakan ukuran 
populasi diketahui dan asumsi bahwa 
populasi berdistribusi normal. 
Berdasarkan data dari KPP Pratama 
Surabaya Wonocolo, hingga akhir juni 
2018, tercatat sebanyak 96.729 Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 
KPP tersebut. Berdasarkan 
perhitunggan dengan rumus Slovin , 
maka jumlah sampel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 
100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang 



















Penelitian ini mengambil 
sampel Wajib Pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Surabaya Wonocolo. Data primer yang 
dikumpulkan menggunakan media 
kuesioner yang didistribusikan secara 
langsung kepada Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang terdaftar di KPP 
Surabaya Wonocolo. Kuesioner 
tersebut didistribusikan dan 
dikumpulkan mulai tanggal 28 Juni 
2018 hingga 7 Juli 2018. 
 
Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan pada 
penelitian ini terdiri dari 4 variabel 
independen dan 1 variabel dependen. 
Variabel independen penelitian ini 
adalah sensus pajak nasional, kualitas 
pelayanan, sanksi perpajakan dan 
kesadaran perpajakan, variabel 
dependen yang digunakan adalah 
kepatuhan Wajib Pajak. 
 
Definisi Operasional  
Variabel Definisi operasional 
dari variabel dependen dan variabel 
independen yang menjadi indikator 
dalam penelitian ini, yaitu: 
 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan Wajib Pajak adalah 
perilaku dari seorang Wajib Pajak 
dalam melakukan semua kewajiban 
perpajakan dan menggunakan hak 
perpajakannya dengan tetap 
berpatokan kepada peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Indikator yang digunakan untuk 
mengukur kepatuhan Wajib Pajak 
adalah (1) Benar dalam penghitungan 
pajak terutang. (2) Benar dalam 
pegisian formulir SPT. (3) Membayar 
pajak tepat waktu. (4) Tidak mendapat 
surat teguran. 
Sensus Pajak Nasional 
Sensus pajak nasional adalah 
kegiatan mengumpul data mengenai 
kewajiban perpajakan dalam rangka 
memperluas basis data dengan 
mendatangi subjek pajak diseluruh 
Indonesia. Indikator yang digunakan 
untuk mengukur sensus pajak nasional 
adalah (1) Pelaksanaan SPN efektif 
dan efesien dalam rangka 
meningkatkan pelayanan pajak. (2) 
Pelaksanaan SPN memberikan rasa 
keadilan bagi seluruh Wajib Pajak 
dalam persamaan hak dan kewajiban 
dibidang perpajakan. (3) Keberhasilan 
sensus sangat penting untuk 
mendukung pencapaian target 




Kualitas pelayanan merupakan 
perbandingan antara harapan yang 
diinginkan oleh pelanggan dengan 
penilaian mereka terhadap kinerja 
aktual dari suatu penyedia layanan. 
Indikator yang digunakan untuk 
mengukur kualitas pelayanan adalah : 
1. Tangibles, atau bukti fisik. Yaitu 
meliputi fasilitas fisik, pegawai, 
perlengkapan, dan komunikasi. 
2. Reliability, atau keandalan. 
Merupakan kemampuan para 
petugas pajak dalam memberikan 
pelayanan yang menjanjikan 
dengan segera dan memuaskan. 
3. Responsiveness, atau 
ketanggapan. Merupakan 
karakteristik kecocokan dalam 
pelayanan manusia yaitu 
keinginan para petugas pajak 
untuk membantu Wajib Pajak dan 
memberikan pelayanan dengan 
tanggap. 





kesopanan, dan sifat dapat 
dipercaya yang dimiliki oleh 
petugas pajak bebas dari risiko, 
bahaya atau keragu–raguan. 
5. Empathy, yaitu memberikan 
perhatian yang tulus dan bersifat 
individual atau pribadi. 
 
Sanksi Perpajakan 
Sanksi perpajakan merupakan 
jaminan bahwa ketentuan perundang 
undangan perpajakan (norma 
perpajakan) akan dipatuhi. Atau bisa 
dengan kata lain sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegahan agar 
Wajib Pajak tidak melanggar norma 
perpajakan  (Mardiasmo, 2011). 
Indikator yang digunakan untuk 
mengukur sanksi perpajakan adalah 
(1) Sanksi pajak telah diterapkan 
dengan baik oleh petugas terhadap 
pelanggar pajak. (2) Sanksi pidana dan 
sanksi administrasi yang dikenakan 
bagi pelanggar aturan pajak 
memberatkan. (3) Sanksi pajak harus 
dikenakan pada pelanggarnya tanpa 
toleransi. (4) Pengenaan sanksi cukup 
berat merupakan salah satu sarana 
untuk mendidik Wajib Pajak 
 
Kesadaran Perpajakan 
Kesadaran perpajakan yaitu 
suatu kondisi dimana Wajib Pajak 
mengetahui, memahami dan 
melaksanakan ketentuan perpajakan 
dengan benar dan sukarela. Indikator 
yang digunakan untuk mengukur 
kesadaran perpajakan adalah (1) 
Menyadari pajak iuran rakyat untuk 
dana pengeluaran umum. (2) 
Menyadari pajak iuran rakyat untuk 
dana pengeluaran umum pelaksanaan 
fungsi pemerintah. (3) Menyadari 
pajak sumber penerimaan Negara yang 
besar. (4) Menyadari pajak kewajiban 
kita sebagai warga Negara. 
Alat Analisis 
Pengaruh sensus pajak nasional, 
kualitas pelayanan, sanksi perpajakan 
dan kesadaran perpajakan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak diuji 
menggunakan teknik analisis regresi 
linier berganda (multiple regression 
analysis).  
Alasan dipilihnya teknik 
analisis regresi linier berganda 
(multiple regression analysis) karena 
untuk menguji pengaruh beberapa 
variabel independen terhadap satu 
variabel dependen. Untuk mengetahui 
hubungan terssebut, maka berikut 
adalah perseamaan regresi yang 
digunakan pada penelitian ini: 
 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ e 
 
Keterangan : 
Y     = Kepatuhan Wajib Pajak 
X1 = Sensus pajak nasional  
X2 = Kualitas pelayanan 
X3      = Sanksi perpajakan 
X4 = Kesadaran perpajakan 
 α  = Konstanta 
β1- β4    = Koefisien regresi variabel X1-X4 
e     = Error term (faktor pengganggu) 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Kuesioner yang telah 
didistribusikan kepada KPP Pratama 
Surabaya Wonocolo dan Kantor 
Kecamatan Wonocolo tidak kembali 
secara keseluruhan karena jangka 
waktu penelitian yang relatif singkat 
dan terbatasnya kontribusi dari KPP 
Pratama Surabaya Wonocolo dan 
Kantor Kecamatan Wonocolo, 
sebagian sisa kuesioner disebarkan 
oleh peneliti di lingkungan KPP 
Pratama Wonocolo dengan 
mengkhususkan responden yang dituju 
harus memiliki NPWP. Kuesioner 








Distribusi Penyebaran Kuesioner 



















Jumlah 100 90 
  Sumber : Data diolah tahun 2018 
Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu sebanyak 90 data. 
Data tersebut selanjutnya akan 
dilakukan analisa melalui beberapa 
tahapan uji analisis data. 
 
Uji Deskriptif 
Analisis deskriptif digunakan 
untuk memberikan gambaran 
mengenai variabe. Variabel dalam 
penelitian ini, yaitu variabel kepatuhan 
Wajib Pajak, sensus pajak nasional, 
kualitas pelayanan, sanksi perpajakan 
dan kesadaran perpajakan. Berikut ini 
adalah hasil uji deskriptif: 
 
Tabel  3 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Pernyataan N Mean 
Kepatuhan1 90 4,13 
Kepatuhan2 90 4,06 
Kepatuhan3 90 4,04 
Kepatuhan4 90 4,03 
Kepatuhan5 90 4,01 
Kepatuhan6 90 4,03 
Kepatuhan7 90 4,09 
Kepatuhan8 90 4,11 
Kepatuhan9 90 4,06 
Kepatuhan10 90 3,87 
Rata-Rata 90 4,04  
Sumber : Data diolah tahun 2018 
Berdasarkan tabel tersebut, 
dapat diketahui bahwa tanggapan 
responden terhadap variabel kepatuhan 
Wajib Pajak memiliki nilai yang 
tinggi. Hal ini dapat dilihat rata-rata 
keseluruhan adalah sebesar 4,04 dan 
termasuk kedalam interval keas 
“setuju” atas pernyataan yang 
diberikan. Artinya bahwa Wajib Pajak 
telah melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku serta Wajib 
Pajak bersedia memberikan data yang 
diperlukan dalam proses pemeriksaan 
pajak.  
 Pada variabel kepatuhan Wajib 
Pajak pernyataan yang memiliki niai 
rata-rata paling tinggi dari sepuluh 
pernyataan adalah pernyataan 
Kepatuhan1 yang memiliki nilai rata-
rata 4,13, dimana pernyataan tersebut 
menyatakan bahwa Wajib Pajak telah 
melakukan pembukuan atau 
pencatatan dengan benar. Hal ini 
menunjukan bahwa Wajib Pajak telah 
melakukan pengumpulan data secara 
benar mengenai informasi keuangan 
untuk menghitung jumlah pajak yang 
terutang sesuai dengan sistem self 
assessment yang berlaku di Indonesia. 
Sistem ini merupakan sistem 
pemungutan pajak yang memberikan 
kepercayaan kepada Wajib Pajak 
untuk menghitung, membayar dan 
melaporkan sendiri jumlah pajak 
terutangnya. 
Pernyataan dengan nilai rata-
rata terendah terdapat pada pernyataan 
Kepatuhan5 dengan nilai rata-rata 




pernyataan tersebut menyatakan 
bahwa saya tepat waktu dalam 
menyampaikan SPT tahunan setiap 
tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa 
masih terdapat beberapa Wajib Pajak 
yang tidak menyampaikan SPT 
Tahunan secara tepat waktu. 
Kesimpulan dari hasil jawaban 
responden menunjukkan bahwa 
sebagian besar Wajib Pajak telah 
patuh dalam memuhi kewajiban 
perpajakannya seperti melakukan 
pencatatan, menghitung pajak terutang 
dengan benar, bersedia memenuhi 
tunggakan pajaknya jika ada, serta 
memberikan data yang diperlukan 
fiskus dalam proses pemeriksaan 
pajak, selain itu sebagian besar Wajib 
Pajak juga tidak pernah melakukan 
kejahatan dibidang perpajakan dan 
mendapat sanksi atau denda. 
 
Tabel  4 
Sensus Pajak Nasional 
Pernyataan N Mean 
SPN1 90 3,91 
SPN2 90 3,78 
SPN3 90 3,88 
SPN4 90 3,83 
SPN5 90 3,81 
Rata-Rata 90 3,84 
Sumber : Data diolah tahun 2018 
Berdasarkan tabel dapat 
diketahui bahwa secara keseluruhan 
tanggapan responden untuk variabel 
Sensus Pajak Nasional  mempunyai 
rata-rata sebesar 3,84 dengan penilaian 
“Setuju”. Artinya bahwa Wajib Pajak 
merasa setuju dengan diajukannya 
pertanyaan mengenai penghasian, 
harta atau kekayaan yang dimiliki 
Wajib Pajak akan memberikan 
kontribusi untuk program sensus pajak 
nasional. 
 Pada tabel tersebut dapat 
diketahui bahwa responden paling 
banyak menyetujui  pernyataan SPN1 
hal ini dapat dilihat dengan rata-rata 
yang dimiliki sebesar 3,91, dimana 
pernyataan tersebut menyatakan 
bahwa pertanyaan mengenai jumlah 
penghasilan Wajib Pajak pada waktu 
pelaksanaa sensus pajak nasional 
memberika presepsi positif terhadap 
kegiatan sensus pajak nasional . Hal 
ini menunjukan bahwa sebagian besar 
Wajib Pajak merasa dengan 
diketahuinya penghasilan yang mereka 
dapatkan akan membuat Wajib Pajak 
memiliki tanggung jawab untuk 
menyisihkan sebagian pendapatan 
yang dimiliki kepada pemerintah, 
sehingga Wajib Pajak akan   
memberikan pengaruh positif  
terhadap pelaksanaan sensus pajak 
nasional. 
 Tanggapan responden terendah 
terdapat pada pernyataan SPN2,  
dengan nilai rata-rata 3,78, dimana 
pernyataan tersebut menyatakan 
bahwa pertanyaan mengenai jumlah 
pembayaran pajak yang telah 
dilakukan Wajib Pajak pada waktu 
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 
dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib 
Pajak. Hal ini menunjukan bahwa 
sebagian Wajib Pajak merasa dengan 
diketahuinya jumlah pembayaran 
pajak yang telah dilakukan tidak akan 
membuat Wajib Pajak patuh terhadap 
peraturan perpajakan. Kesimpulan dari 
hasil jawaban responden menunjukkan 
bahwa sebagian besar Wajib Pajak 
telah mengerti dan memahami tentang 
tujuan dan proses pelaksanaan sensus 








Tabel  5 
Kualitas Pelayanan 
Pernyataan N Mean 
Kualitas1 90 3.84 
Kualitas2 90 3.68 
Kualitas3 90 3.93 
Kualitas4 90 3.92 
Kualitas5 90 3.89 
Rata-Rata 90 3.85 
Sumber : Data diolah tahun 2018 
 Berdasarkan tabel dapat 
diketahui bahwa secara keseluruhan 
tanggapan responden untuk variabel 
kualitas pelayanan mempunyai rata-
rata sebesar 3,85, dengan penilaian 
“Setuju”. Artinya bahwa Wajib Pajak 
merasa bahwa kualitas pelayanan yang 
diberikan fiskus sudah cukup baik 
dalam melayani dan memperhatikan 
keberatan Wajib Pajak. 
 Pada tabel tersebut dapat 
diketahui bahwa tanggapan responden 
yang tertinggi untuk variabel kualitas 
pelayanan terdapat pada pernyataan 
Kualitas3 dibuktikan dengan rata-rata 
yang dimiliki sebesar 3,93, dimana 
pernyataan tersebut menyatakan 
bahwa penyuluhan yang dilakukan 
oleh fiskus dapat membantu 
pemahaman Wajib Pajak mengenai 
hak dan kewajibannya. Hal ini 
menunjukan bahwa Fiskus telah 
melakukan tugasnya dengan baik 
dengan melakukan penyuluhan, 
sehingga Wajib Pajak merasa dengan 
diadakannya penyuluhan dapat 
menginformasikan mengenai hak dan 
kewajiban sebagai Wajib Pajak 
dengan benar. 
 Tanggapan responden 
terendah terdapat pada pernyataan 
Kualitas2, dimana pernyataan tersebut 
menyatakan bahwa dalam menentukan 
pajak, ketetapan tarifnya telah adil. 
Hal ini berarti bahwa peraturan pajak 
mengenai tarif  dirasa belum sesuai 
dengan pendapatan yang diterima oleh 
Wajib Pajak, sehingga tarif yang 
diberikan tidak sesuai dengan apa 
yang dikerjakan Wajib Pajak dengan 
kata lain sebagian Wajib Pajak kurang 
setuju mengenai aturan perpajakan 
yang mengatur tentang ketentuan tarif. 
Kesimpulan dari penyataan diatas 
menunjukan bahwa sebagian besar 
Wajib Pajak merasa dengan 
diadakannya penyuluhan dapat 
menginformasikan mengenai hak dan 
kewajiban sebagai Wajib Pajak 
dengan benar. Fiskus pun telah 
memperhatikan keberatan  atas pajak 
yang dikenakan kepada Wajib Pajak, 
selain itu cara pembayaran dan 
pelunasan pajak telah dirasa mudah 
dan efisien. 
 
Tabel  6 
Sanksi Perpajakan 
Pernyataan N Mean 
Sanksi1 90 3.63 
Sanksi2 90 3.88 
Sanksi3 90 4.04 
Sanksi4 90 4.07 
Rata-Rata  90 3.91 
Sumber : Data diolah tahun 2018 
Berdasarkan tabel dapat 
diketahui bahwa secara keseluruhan 
tanggapan responden untuk variabel 
sanksi perpajakan mempunyai rata-
rata sebesar 3,91 dengan penilaian 
“Setuju”. Artinya Wajib Pajak merasa 
sanksi perpajakan yang telah 
diterapkan sejauh ini dapat 
memberikan pengaruh yang besar bagi 
Wajib Pajak itu sendiri, sehingga 
dengan adanya sanksi yang diberikan 




dapat patuh terhadap ketentuan 
perpajakan yang berlaku. 
 Tabel tersebut menunjukan 
tanggapan responden yang tertinggi 
untuk variabel sanksi perpajakan  
terdapat pada pernyataan Sanksi4 hal 
ini dapat dilihat dengan rata-rata yang 
dimiliki sebesar 4,07, dimana 
pernyataan tersebut menyatakan 
bahwa penerapan sanksi pajak harus 
sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. Hal ini menunjukan 
bahwa Wajib Pajak mempunyai 
presepsi bahwa sanksi yang diberikan 
kepada Wajib Pajak tidak patuh harus 
sesuai dengan aturan pajak yang 
berlaku sehingga Wajib Pajak tidak 
patuh akan mendapatkan sanksi sesuai 
dengan kesalahan yang dilakukan. 
 Tanggapan responden terendah 
terdapat pada pernyataan Sanksi1. Hal 
ini dapat dilihat dengan rata-rata yang 
dimiliki sebesar 3,63, dimana 
pernyataan tersebut menyatakan 
bahwa sudah sepantasnya 
keterlambatan membayar pajak tidak 
diampuni dan harus dikenakan denda. 
Hal ini menunjukan bahwa Wajib 
Pajak merasa keterlambatan 
membayar pajak dapdipertimbangkan, 
diampuni serta dikenakan denda yang 
sesuai dengan besar kecilnya 
pelanggaran yang dilakukan. 
Kesimpulan dari hasil jawaban 
responden menunjukan bahwa sanksi 
pajak harus sesuai dengan peraturan 
dan kententuan yang berlaku, 
penerapan sanksi pajak  juga harus 
sesuai dengan besar kecilnya 




Pernyataan N Mean 
Kesadaran1 90 4.06 
Kesadaran2 90 4.06 
Kesadaran3 90 3.89 
Kesadaran4 90 3.98 
Kesadaran5 90 4.17 
Rata-Rata 90 4.03 
Sumber : Data primer diolah tahun 
2018 
Berdasarkan tabel dapat 
diketahui bahwa secara keseluruhan 
tanggapan responden untuk variabel 
kesadaran perpajakan mempunyai 
rata-rata sebesar 4,03 dengan penilaian 
“Setuju”. Artinya bahwa Wajib Pajak 
telah memiliki kesadaran yang tinggi 
untuk melaksanakan hak dan 
kewajiban perpajakan yang berlaku 
dikarenakan Wajib Pajak merasa 
memliki tanggung jawab sebagai 
warga Negara. 
 Pada tabel tersebut tanggapan 
responden yang tertinggi untuk 
variabel Kesadaran Perpajakan  
terdapat pada pernyataan Kesadaran5 
hal ini dapat dilihat dengan rata-rata 
yang dimiliki sebesar 4,17, dimana 
pernyataan tersebut menyatakan 
bahwa kesadaran timbul dari manusia 
dikarenakan adanya rasanya tanggung 
jawab sebagai warga Negara. Hal ini 
menunjukan bahwa Wajib Pajak telah 
sadar mengenai tanggung jawabnya 
sebagai warga Negara, dimana Wajib 
Pajak memiliki tanggung jawab untuk 
memberikan sebagian penghasilannya 
untuk membantu pembangunan 
Negara. 
 Tanggapan responden terendah 
terdapat pada pernyataan Kesadaran3 
dengan rata-rata 3,89, dimana 
pernyataan tersebut menyatakan 
bahwa tingkat kepercayaan yang 
tinggi terhadap kinerja aparat pajak 
dapat meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya pajak. 




Pajak belum memiliki tingkat 
kepercayan yang tinggi kepada kinerja 
aparat  sehingga membuat aparat pajak 
harus bekerja lebih maksimal. 
Kesimpulan dari hasil jawaban 
responden menunjukan bahwa 
sebagian besar Wajib Pajak telah sadar 
untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib 
Pajak, dan melaksanakan hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dikarenakan 
adanya rasa tanggung jawab sebagai 
warga Negara untuk menyisihkan 
sebagian pendapatannya untuk 
membantu pebangunan Negara. 
 
Hasil Analisis dan Pembahasan  
 
Tabel 8 


































F Hitung 20,749 
Sig. F 0,000 
 
Berdasarkan tabel 8 dapat 
diketahui makna yang terkandung 
didalamnya. Nilai koefisien regresi 
pada konstanta sebesar 10,362, 
menunjukan bahwa ketika variabel 
independen yaitu Sensus Pajak 
Nasional (X1), Kualitas Pelayanan 
(X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan 
Kesadaran Perpajakan (X4) bernilai 
nol maka nilai variabel Kepatuhan 
Wajib Pajak sebagai variabel 
dependen bernilai sebesar  10,362. 
Nilai koefisien regresi pada variabel 
independen Sensus Pajak (X1) 
mempunyai arti bahwa apabila 
variabel tersebut mengalami kenaikan 
satu satuan nilai, maka akan menaikan 
variabel dependen kepatuhan Wajib 
Pajak sebesar 0,334 satuan dengan 
asumsi variabel lainnya dalam posisi 
konstan. Nilai koefisien regresi pada 
variabel independen Kualitas 
Pelayanan (X2), mempunyai arti 
bahwa apabila variabel tersebut 
mengalami kenaikan satu satuan nilai, 
maka akan menaikan variabel 
dependen kepatuhan Wajib Pajak 
sebesar 0,285 satuan dengan asumsi 
variabel lainnya dalam posisi konstan. 
Nilai koefisien regresi pada variabel 
independen Sanksi Perpajakan (X3) 
mempunyai arti bahwa apabila 
variabel tersebut mengalami kenaikan 
satu satuan nilai, maka akan menaikan 
variabel dependen kepatuhan Wajib 
Pajak sebesar 0,645 satuan dengan 
asumsi variabel lainnya dalam posisi 
konstan. Nilai koefisien regresi pada 
variabel independen Kesadaran 
Perpajakan (X4) mempunyai arti 
bahwa apabila variabel tersebut 
mengalami kenaikan satu satuan nilai, 
maka akan menaikan variabel 
dependen kepatuhan Wajib Pajak 
sebesar 0,401 satuan dengan asumsi 
variabel lainnya dalam posisi konstan. 
Berdasarkan tabel 8 
menunjukkan bahwa nilai Adjusted R 
square sebesar 0,470 atau 47% dan 
sisanya 53% (100%-47%), maka dapat 
dikatakan bahwa variabel independen 
yaitu sensus pajak nasional, kualitas 
pelayanan, sanksi perpajakan, dan 




kepatuhan Wajib Pajak sebesar 47% 
dan sisanya 53% dipengaruhi oleh 
variabel lain diluar variabel bebas 
didalam penelitian. Jika dilihat pada  
nilai (R) sebesar 0,703 atau sebesar 
70,3% yang merupakan hubungan 
antar variabel, sedangkan  nilai R 
Square menunjukan nilai sebesar 
0,494 atau sebesar 49,4% berarti 
dibawah 5% maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel independen dalam 
menjelaskan variabel dependen sangat 
terbatas atau lemah. 
Pada tabel 8 dapat dilihat 
bahwa dari uji parsial atau uji F 
terdapat F hitung sebesar 20,749 
dengan nilai signifikan 0,000 nilai 
signifikan < 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa H0 ditolak yang 
artinya model regresi fit dan dapat 
digunakan dalam mengetahui 
pengaruh variabel sensus pajak 
nasional, kualitas pelayanan, sanksi 
perpajakan dan kesadaran perpajakan 
secara bersama-sama  mempengaruhi 
variabel kepatuhan Wajib Pajak.  
Berdasarkan tabel 8 
menunjukkan bahwa Variabel sensus 
pajak nasional mempunyai nilai sig. 
sebesar 0,051 > 0,05, sehingga dapat 
dikatakan bahwa tidak terdapat 
pengaruh maka H0 diterima. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa variabel sensus 
pajak nasional tidak  mempunyai 
pengaruh terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Variabel kualitas pelayanan 
mempunyai nilai sig. sebesar 0,126 > 
0,05, sehingga hal ini dapat dikatakan 
bahwa tidak terdapat pengaruh maka 
H0 diterima. Berdasarkan hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa 
variabel kualitas pelayanan tidak 
mempunyai pengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Variabel 
sanksi perpajakan mempunyai nilai 
sig. Sebesar 0,002 < 0,05, sehingga hal 
ini dapat dikatakan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan maka H0 
ditolak. Berdasarkan hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa variabel 
sanksi perpajakan mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Variabel 
kesadaran perpajakan mempunyai nilai 
sig. sebesar 0,028 < 0,05, sehingga hal 
ini dapat dikatakan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan maka H0 
ditolak. Berdasarkan hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa variabel 
kesadaran perpajakan  mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. 
 
Analisis Pengaruh Sensus Pajak 
Nasional Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel sensus pajak nasional 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak, sehingga pernyataan 
yang ada pada hipotesis pertama yang 
menyatakan bahwa sensus pajak 
nasional berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan 
ditolak. Hal ini juga diperkuat dengan 
hasil uji t yang didapatkan dengan 
tingkat signifikan >  0,05, jika dilihat 
dari hasil uji analisis deskriptif 
menunjukan bahwa Wajib Pajak telah 
mengerti tentang proses pelaksanaan 
sensus pajak nasioal, hal ini 
dibuktikan dari jawaban responden 
yang mayoritas menyetujui bahwa 
pertanyaan yang diberikan oleh 
petugas pajak dapat memberikan 
persepsi positif serta membantu 
petugas pajak dalam mendata dan 
memberikan informasi yang lengkap 
mengenai usaha wajib pajak yang 
dapat memperluas basis pajak, 




penerimaan Negara,  namun masih 
terdapat responden yang merasa ragu-
ragu mengenai pernyataan yang 
menyatakan bahwa dengan 
diberikannya pertanyaan mengenai 
jumlah pembayaran pajak yang 
dilakukan, serta jumlah kekayaan yang 
dimiliki Wajib Pajak akan 
berpengaruh terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan 
responden merasa meskipun jumlah 
pembayaran pajak dan jumlah 
kekayaan mereka diketahui oleh fiskus 
tidak akan mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar 
kewajiban perpajakannya hal ini 
dibuktikan dengan hasil analisis 
deskriptif yang menjelaskan bahwa 
masih ada responden yang menjawab 
dengan jawaban tidak setuju dan ragu-
ragu. 
KPP Pratama Surabaya 
Wonocolo mengatakan bahwa 
pelaksanaan sensus   pajak nasional 
tidak berpengaruh langsung terhadap 
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.  
Pelaksanaan  sensus  pajak  nasional  
tersebut hanya  meningkatkan  jumlah  
Wajib Pajak  yang  terdaftar  dan  
masih  belum  berpengaruh langsung 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
Program sensus pajak nasional yang 
hanya dilakukan  dari  tahun  2011  
hingga  tahun  2013  sehingga 
mengakibatkan banyak Wajib Pajak 
yang tidak mengerti dan kurang 
memahami tentang tujuan dan proses  
pelaksanaan sensus pajak nasional. 
Hal ini juga yang diyakini 
membuat variabel sensus pajak 
nasional menjadi tidak berpengaruh, 
meskipun program ini sudah tidak 
dilaksanakan lagi Wajib Pajak tetap 
melaksanakan kewajibannya dengan 
baik seperti melakukan pembukuan, 
menghitung pajak terutang dengan 
benar, serta menyetor dan melaporkan 
SPT dengan tepat waktu sehingga, 
membuat Wajib Pajak tidak pernah 
mendapatkan sanksi atau denda pajak. 
Dibuktikan dengan nilai rata-rata 
analisis deskriptif variabel kepatuhan 
Wajib Pajak yang cukup tinggi. 
Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Adi 
(2013) yang menyatakan bahwa 
sensus pajak nasional tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Hal ini tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Maslyn (2015), Nur, dkk (2015), Rinta 
dan Muchamad (2012) yang 
menyatakan bahwa variabel sensus 
pajak nasional berpengaruh secara 
signifiakan terhadap kepatuhan pajak.  
 
Analisis Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Penelitian ini menunjukkan 
bahwa hasil pengujian variabel 
kualitas pelayanan tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal 
ini karena  pajak merupakan suatu 
kewajiban yang dapat dipaksakan 
menurut undang-undang dan dianggap 
utang bagi Wajib Pajak yang tidak 
memenuhi kewajibannya dengan kata 
lain sebaik apapun pelayanan yang 
diberikan oleh fiskus tidak akan 
membuat Wajib Pajak dalam 
penelitian ini terbebas dari 
kewajibannya. Hal ini juga diperkuat 
dengan hasil uji t yang didapatkan 
dengan tingkat signifikan > 0,05.   
Selain itu, pada pernyataan 
Kualitas1 yang menyatakan bahwa 
“Fiskus telah memberikan pelayanan 
dengan baik” dimana pada pernyataan 
ini masih ada Wajib Pajak yang 
menjawab dengan jawaban tidak 




Fiskus belum sepenuhnya memberikan 
pelayanan dengan baik. Akan tetapi 
hal tersebut tidak mengurangi 
kepatuhan yang dimiliki oleh Wajib 
Pajak yang dibuktikan dengan 
pernyataan Kepatuhan4 yakni “Saya 
selalu menyetor dan melaporkan SPT 
masa dengan tepat waktu”. Hal ini 
membuktikan bahwa baik tidaknya 
pelayanan yang diberikan oleh Fiskus 
tidak akan mempengaruhi kepatuhan 
Wajib Pajak. 
Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Mahfud, dkk  (2017) yang menyatakan 
bahwa kulitas pelayanan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Hal ini tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Putu dan Ni Luh (2016),  Cindy dan 
Yenni (2013),  Arabella dan Yenni 
(2013) menyatakan bahwa kualitas 
pelayanan fiskus berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Berdasarkan pernyataan 
tersebut maka dengan demikian 
hipotesis kedua yang menyatakan 
bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
ditolak. 
 
Analisis Pengaruh Sanksi 
Perpajakan Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Penelitian ini menunjukkan 
bahwa hasil pengujian variabel sanksi 
perpajakan berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal 
ini karena sanksi perpajakan 
merupakan faktor yang memberikan 
pengaruh terbesar terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 
Pratama Surabaya Wonocolo 
dibuktikan dengan hasil uji t yang 
didapatkan dengan tingkat signifikan 
yang  diperoleh variabel ini 
merupakan nilai terkecil dari semua 
variabel. Fakta ini juga berhubungan 
dengan hasil uji analisis deskriptif 
pernyataan sanksi ke empat yang 
menyatakan “Penerapan sanksi pajak 
harus sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku”, hal ini 
menunjukan bahwa sanksi  yang 
diterapkan secara tegas oleh 
pemerintah akan membuat Wajib 
Pajak patuh karena mereka sadar akan 
adanya hukum perpajakan dan 
konsekuensi apabila melanggar hukum 
tersebut berupa kerugian secara 
material. Jika hal ini sudah 
berkembang dikalangan para Wajib 
Pajak maka akan berdampak pada 
kepatuhan dan kesadaran untuk 
memenuhi kewajiban perpajakannya.  
Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Putu 
dan Ni Luh (2016),  Nur, dkk (2015), 
Adi (2013), Tryana (2013), Cindy dan 
Yenni (2013), Arabella dan Yenni 
(2013) yang menyatakan bahwa  
sanksi  perpajakan pengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal 
ini tidak sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Akromi, dkk 
(2014) menyatakan bahwa sanksi tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak.  
 
Analisis Pengaruh Kesadaran 
Perpajakan Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Penelitian ini menunjukkan 
bahwa hasil pengujian variabel 
kesadaran perpajakan berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Dibuktikan dengan hasil uji t 
yang didapatkan dengan tingkat 
signifikan < 0,05.  Serta hasil uji 
analisis deskriptif dengan nilai mean 
yang cukup tinggi terdapat pada 




dari manusia dikarenakan adanya rasa 
tanggung jawab sebagai warga 
Negara”. Hal ini menunjukan bahwa 
Wajib Pajak yang memiliki kesadaran 
akan tanggung jawabnya sebagai 
warga negara akan memiliki keinginan 
dan niat untuk menjalankan 
kewajibannya. Semakin tinggi tingkat 
kesadaran wajib Pajak maka 
pemahaman dan pelaksanaan 
kewajiban perpajakannya akan 
semakin baik sehingga dapat 
meningkatka kepatuhannya. 
Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Mahfud,dkk  (2017),  Nur, dkk (2015), 
Tryana (2013), Cindy dan Yenni 
(2013), Rinta dan Muchamad (2012) 
yang menyatakanbahwa  kesadaran 
perpajakan berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal 
ini tidak sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan Maslyn (2015) dan 
Akromi, dkk (2014) yang menyatakan 
bahwa kesadaran perpajakan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan 
tersebut maka dengan demikian 
hipotesis keempat yang menyatakan 
bahwa Kesadaran perpajakan 
berpengaruh terhadap kepatuhan 




Penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan untuk menguji apakah sensus 
pajak nasional, kualitas pelayanan, 
sanksi perpajakan dan kesadaran 
perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 
Wonocolo. Penelitian ini dilakukan 
dengan menganalisis 90 kuesioner 
hasil jawaban responden. Berdasarkan 
hasil analisis yang telah dilakukan, 
dapat ditarik beberapa kesimpulan 
yang diuraikan sebagai berikut: 
1. Sensus pajak nasional tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Hasil ini terlihat dari 
hasil uji regresi yang menunjukkan 
nilai signifikan sebesar 0,051 < 
0,05. 
2. Kualitas pelayanan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Hasil ini terlihat dari 
hasil uji regresi yang menunjukkan 
nilai signifikan sebesar 0,126 < 
0,05. 
3. Sanksi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
Hasil ini terlihat dari hasil uji 
regresi yang menunjukkan nilai 
signifikan sebesar 0,002 < 0,05. 
4. Kesadaran perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
Hasil ini terlihat dari hasil uji 
regresi yang menunjukkan nilai 
signifikan sebesar 0,028 < 0,05. 
Penelitian ini masih memiliki 
sejumlah keterbatasan baik dalam 
pengambilan sampel maupun metode 
yang digunakan. Keterbatasan tersebut 
antara lain (1) Penyebaran kuesioner 
dilakukan dengan waktu yang relatif 
singkat (2) Kuesioner dalam penelitian 
tidak kembali semua dari 100 
kuesioner yang disebar yang kembali 
sebanyak 90 kuesioner (3) Sebagian 
besar pernyataan didalam kuesioner 
mengarah ke pernyataan positif. 
Berdasarkan pada hasil dan 
keterbatasan pada penelitian ini, maka 
saran untuk penelitian yang akan 
datang yaitu (1) Pengurusan izin 
sebaiknya dilakukan lebih cepat untuk 
meminimalisir lamanya proses 
perizinan dan permohonan data 
sehingga penelitian dapat selesai tepat 
waktu. (2) Sampel untuk penelitian 




yang berbeda dengan penelitian ini. 
(3) Diharapkan penelitian selanjutnya 
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